
 

 
 

SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. 

III/HK.00.7/10/2021 TENTANG IDAH SUAMI DALAM 

PERSPEKTIF GENDER 

 

SKRIPSI 

Diajukan kepada Fakultas Syariah 

UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto 

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar 

Sarjana Hukum (S.H) 

 

Oleh: 

MUHAMMAD ARDLI MUBARRAQ 

NIM. 1617302032 

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM 

FAKULTAS SYARIAH 

UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI 

PURWOKERTO 

2022



 

 
 

“SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ 

DJ. III/HK.00.7/10/2021 TENTANG IDAH SUAMI DALAM 

PERSPEKTIF GENDER” 

 
Muhammad Ardli Mubarraq 

NIM. 1617302032 

 

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam 

UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto 

ABSTRAK 
  
 Sudah seharusnya perkawinan ditujukan untuk hidup dan kebahagiaan bagi 

pasangan suami istri, namun dalam kenyataan terkadang perkawinan tidak mampu 

dipertahankan dan berakhir dengan perceraian. Perceraian menimbulkan akibat-

akibat hukum termasuk di dalamnya yaitu idah. Berdasarkan hal itu, idah adalah 

kewajiban bagi istri. Tapi, dalam Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor p-

005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dijelaskan disalah satu isi Surat Edaran tersebut suami 

harus menunggu masa idah istri untuk dapat menikah lagi. Penelitian ini bertujuan 

untuk menemukan jawaban terhadap iddah suami dalam Surat Edaran Dirgen 

Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif gender. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan, 

dengan pendekatan yuridis. Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan 

cara menganalisis Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/ 

DJ.III/HK.00.7/10/2021, pendapat ulama yang telah terkodifikasi dalam fikih Islam 

mengenai iddah serta penjelasan Idah dalam Al-Quran dan hadis. Mengenai 

pengelolaan data peneliti lakukan dengan cara menelaah kembali data-data yang 

telah terkumpul yang memiliki revensi dengan topik yang dijadikan objek 

penelitian kemudian dianalisis dengan analisis gender. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diwajibkannya idah bagi perempuan 

karena dalam sumber Islam dijelaskan tentang keharusan seorang perempuan untuk 

beridah. Sedangkan idah suami tidak dijelaskan di dalam sumber hukum Islam, 

tetapi dalam literature fikih disebutkan bahwa idah bagi suami itu ada. Berdasarkan 

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Jika 

dilihat dari perspektif gender idah suami itu harus ada, supaya tidak ada 

diskriminasi untuk istri. 

 

Kata Kunci: Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dan gender. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan yaitu membentuk keluarga antara laki-laki dan 

perempuan. Kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Padahal 

setiap perbolehan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat atau pengaruhnya. 

Hal-hal inilah yang menjadikan perhatikan manusia pada umumnya dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti kurang adanya keseimbangan antara suami dan 

istri, sehingga memerlukan arti penegasan perkawinan, bukan saja dari segi 

kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. 

Dalam kaitannya ini, Muha{mmad Abu Ish{rah memberikan definisi 

yang lebih luas, yang dikutip dari Zakiah Darajad: Akad yang memberikan 

faedah hukum kebolehan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak 

bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari 

pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan 

perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan 

mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena 

perkawinan termasuk pelaksana agama, maka didalamnya terkandung adanya 

tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.1 

                                                           
1 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat,(Jakarta: PRENDAMEDIA GROUP, 2015), 

hlm.  9-10 



 

 
 

Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan, 

bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Kemudian 

pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, “perkawinan 

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

mits|aqan g|halidzan untuk menaati perintah Allah dan mentaatinya merupakan 

ibadah.” Terkait dengan tujuan menikah tercatat di dalam pasal 3 KHI, 

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah.”2 

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata 

semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi 

masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk 

memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan 

petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan 

untuk mendapatkan ketenanagan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh 

karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara 

hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.3 

Dalam literature fikih dijelaskan bahwa perceraian karena talak 

diklasifikasikan secara beragam berdasarkan beberapa keadaan. Salah satunya 

adalah talak yang didasarkan pada kemungkinan bolehnya suami kembali 

                                                           
2 Bustami, dkk, Memikirkan kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri 

(Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), hlm. 4  
3 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, hlm. 48. 



 

 
 

kepada mantan istrinya. Yang mana dalam keadaan ini talak dibagi menjadi dua, 

yaitu talak raj`i adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali 

kepada istrinya (ruju`) sepanjang istrinya berada dalam masa idah. Sedangkan 

talak bain adalah talak dimana si suami tidak mempunyai hak ruju` kepada istri 

yang ditalaknya.4 

Namun tak jarang seiring berjalannya waktu, pernikahan itu mengalami 

keretakan dan perisahan, baik berupa talak maupun ditinggal mati oleh salah 

satu pihak. Hal ini merupakan poblematika yang paling ditakuti oleh para 

pelaku pernikahan. Oleh sebab ini, mempunyai konsekuensi yang harus 

dijalani. Jadi idah adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalani kaum 

perempuan setelah terjadinya perceraian baik cerai talak, maupun cerai akibat 

kematian sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam surat al-Baqarah (2) 

ayat 228, yang menjelaskan ketentuan idah bagi seorang perempuan akibat 

perceraian. 

 ُ هأنَّ ثَلََثةََ قُ رُوءٍ ۚ وَلََ يَأَلُّ لََنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللََّّ نَْ فُسأ  فأ وَالْمُطلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بِأ
لأكَ إأنْ أرَاَدُوا أرَْحَامأهأ  رأ ۚ وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَقُّ بأرَد أهأنَّ فأ ذََٰ للََّّأ وَالْيَ وْمأ الْْخأ نَّ إأنْ كُنَّ يُ ؤْمأنَّ بِأ

ُ عَزأيزٌ حَكأ  لْمَعْرُوفأ ۚ وَلألر أجَالأ عَلَيْهأنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللََّّ ثْلُ الَّذأي عَلَيْهأنَّ بِأ يمٌ إأصْلََحًا ۚ وَلََنَُّ مأ  
 “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 

kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan 

Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 

akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti 

itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita 

mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara 

yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan 

                                                           
4 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Darl al-Fikr, 2004), 

hlm. 6955-6956.  



 

 
 

kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.”5 

 

Surat al-Baqarah (2) ayat 234, yang menjelaskan ketentuan lama 

melakukan idah akibat kematian. 

هأنَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ  نَْ فُسأ نْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجًا يَ تَ رَبَّصْنَ بِأ وَعَشْراً ۖ فإَأذَا بَ لَغْنَ  وَالَّذأينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مأ
اَ ت َ  ُ بِأ لْمَعْرُوفأ ۗ وَاللََّّ هأنَّ بِأ  عْمَلُونَ خَأِرٌ أَجَلَهُنَّ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فأيمَا فَ عَلْنَ فأ أنَْ فُسأ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan 

isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) 

empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, 

maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat 

terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat.”6 

 

Surat al-Thalaq (65) ayat 4, yang menjelaskan teknis idah bagi seorang 

perempuan yang sedang hamil. 

 قاَلُوا يََ مُوسَىَٰ إأمَّا أَنْ تُ لْقأيَ وَإأمَّا أَنْ نَكُونَ أوََّلَ مَنْ ألَْقَىَٰ 
(Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah), 

apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang 

mula-mula melemparkan?"7 

 

 Pemberlakuan idah bagi kaum perempuan setelah terjadinya perceraian 

bukanlah Islamic Law Oriented (syariat murni yang ada dalam Islam). Namun 

pemberlakuan idah sudah ada sebelum islam datang. Sebagaimana yang terjadi 

seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya.8 

                                                           
5  Tim penerjemah ma`had tahfidh yanbu`ul Qur`an Kudus, al-kudus al-Qur`an terjemah 

(kudus: kajeksan, 2014), hlm. 35 
6. Tim penerjemah ma`had tahfidh yanbu`ul Qur`an Kudus, al-kudus al-Qur`an terjemah, 

hlm. 37  
7 . Tim penerjemah ma`had tahfidh yanbu`ul Qur`an Kudus,al-kudus al-Qur`an terjemah, 

hlm. 447 
8 Anonim, fikih realitas, respon ma`had aly terhadap wacana hukum islam kontemporer, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 323-324. 



 

 
 

Sejalan dengan itu pemberlakuan idah di era pra Islam yang tidak 

manusiawi dengan batas waktu yang sangat panjang, dengan datangnya Islam, 

mengalami perubahan. Tepat sekali jika agama islam beraforisme agama 

ra<hmatan lil-a|lamin, dengan pemberlakuan syariat atas dasar menolak 

kemadharatan dan menarik kemaslahatan.9 

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 229: 

عَْرُوفٍ أَوْ تَسْرأيحٌ بِأأحْسَانٍ ۗ وَلََ يَأَلُّ لَكُمْ أَنْ تَْ الطَّلََقُ مَرَّتَ  ۖ  فإَأمْسَاكٌ بِأ خُذُوا َّأَّا نأ
فْتُمْ أَلََّ يقُأيمَ  ئًا إألََّ أَنْ يََاَفاَ أَلََّ يقُأيمَا حُدُودَ اللََّّأۖ  فإَأنْ خأ تُمُوهُنَّ شَي ْ ا حُدُودَ اللََّّأ فَلََ آتَ ي ْ

عَدَّ حُدُودَ اللََّّأ يمَا افْ تَدَتْ بأهأ ۗ تألْكَ حُدُودُ اللََّّأ فَلََ تَ عْتَدُوهَاۚ  وَمَنْ يَ ت َ جُنَاحَ عَلَيْهأمَا فأ 
 فأَُولََٰئأكَ هُمُ الظَّالأمُونَ 

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah 

kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak 

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir 

bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang 

diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum 

Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang 

melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang 

zalim.”10 

 

Seiring berjalannya waktu, tentu banyak perubahan yang terjadi mulai 

dari pola hidup sampai pada tataran budaya sebut saja gerakan gender yang 

akhir-akhir ini menjadi kajian yang sangat digemari. Gerakan ini banyak 

menyoroti hukum-hukum yang mendeskriminasikan pihak tertentu. Dan 

                                                           
9 Muchlis Usman, Filsafat Hukum Islam Hikmatus Syar`i dan Hikmatut Tasyri`. (Malang: 

LBB Yan`s press, 1994), hlm. 94. 
10 Tim penerjemah ma`had tahfidh yanbu`ul Qur`an Kudus, al-kudus al-Qur`an terjemah 

(kudus: kajeksan, 2014), hlm. 35. 



 

 
 

konstruk budaya yang menganggap wanita lemah, sehingga akses yang didapati 

kaum perempuan tidak seluas kaum laki-laki. 

Perempuan memang tidak sama dengan laki-laki, hubungan antara laki-

laki dan perempuan tidak sesederhana yang diucapkan. Sesuai makna gender: 

ekspetasi relasi dan posisi antara laki-laki dan perempuan yang dikontruksikan 

secara sosial dan budaya sepanjang masa bahkan secara turun-temurun dibentuk 

oleh masyarakat. Hal ini tak lepas dari pengaruh politik dan ekonomi, karena 

begitu kuatnya lingkungan sosial budaya seseorang berasal, maka hal ini akan 

dibawa terus ketika ia menikah dan berumah tangga. Bukan berarti persepsi 

tentang gender tidak dapat berubah, mengingat budaya dibentuk oleh manusia, 

dapat pula diubah oleh manusia. 

Gender dapat saja dipandang dari sudut tertentu, misalnya feminis atau 

Marxist dan lain-lain. Namun kita kenal bias gender, bukannya bias wanita, dan 

kita kenal solidaritas pekerja bukan solidaritas gender. Gender akan selalu 

terkait dengan laki-laki dan perempuan, bukan salah satu diantaranya, walaupun 

kita tahu saat kini kondisi perempuan masih tertinggal dari laki-laki. Maka 

perjuangan gender adalah upaya menyetarakan posisi dan relasi laki-laki dan 

perempuan untuk mendapatkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan 

diberbagai bidang kehidupan khususnya di bidang pernikahan.11 

  Dengan kegigihan para pejuang gender akhirnya konstruk-konstruk 

sosial yang menganggap kaum wanita lemah, tidak lincah dan tidak bisa 

                                                           
11 Erna Surjadi, Gender Skateboard (Kekuatan Spirit Gender Dalam Rumah Tangga) 

(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011), hlm. 1-2. 



 

 
 

memimpin mulai bergeser. Dengan pergeseran tersebut, perempuan mendapat 

akses yang sama sebagaimana laki-laki. Dengan adanya akses yang sama antara 

laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai andil yang besar dalam 

membangun kehidupan, mulai dari sekup terkecil sampai sekup terbesar bahkan 

sampai dunia sekalipun. Beberapa hukum yang telah mapan namun dianggap 

mendiskriminasikan kaum perempuan selayaknya ditelaah kembali, semisal 

idah. Pasalnya kehidupan sudah berubah, yang berimbas pada perubahan 

hukum.12 

Maka dari itu, penelitian ini yang membahas tentang idah yang 

berdasarkan SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ 

DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang Masalah Idah suami dalam kaitannya dengan 

idah istri dalam perspektif gender dapat sekiranya menjadi satu pemahaman 

mendasar dalam mendalami kasus pernikahan suami dalam masa idah istri. 

B. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan 

menjelaskan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan, Di antaranya adalah: 

1. Idah Suami dalam penelitian ini menurut penulis adalah masa tunggu suami 

ketika ingin menikah lagi, harus menunggu masa idah istri selesei terlebih 

dahulu. 

                                                           
12 Jamal al Bana, Nahwa fikih jadid 3’’, diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, 

manifestasi Fikih Baru 3, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 68. 



 

 
 

2. Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. 

III/HK.00.7/10/2021: Peraturan yang mengatur mengenai suami yang ingin 

menikah lagi ketika istri yang diceraikannya masih dalam masa iddah. 

3. Kesetaraan Gender: kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk 

memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu 

berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, 

pertahanan dan keamanan Nasional, dan kesamaan menikmati hasil 

pembangunan.13 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan sebuah rincian yang dibahas dalam 

suatu penelitian, hal ini bertujuan agar masalah yang dibahas menjadi fokus dan 

terarah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana ketentuan“SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM 

NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami dalam 

Perspektif Gender? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui landasan Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam 

Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang idah suami dalam 

kesetaraan gender. 

                                                           
13 Rasyidah Dkk, Potret Kesetaraan Gender di kampus, (Aceh: PSW ar-Rainy, 2008) hlm 

11. 



 

 
 

2. Untuk mengetahui keefektifan dan relasi dari Surat Edaran DIRGEN 

BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang idah 

suami dalam kesetaraan gender. 

b. Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tinjauan Srat Edaran 

DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang 

masa idah suami dalam perspektif gender. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bacaan bagi 

Civitas Akademia UIN Prof. K.H SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto 

untuk kepentingan akademi, menjadi salah satu bahan masukan dan 

melengkapi referensi yang belum ada. 

E. Kajian Pustaka 

Pembahasan mengenai idah suami dan istri dalam perspektif gender 

atau keseteraan antara laki-laki dan perempuan yang kaitannya dengan Dirgen 

Binbaga Islam Depag RI mengeluarkan Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam 

Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 memang sudah banyak yang membahas 

misalnya, terdapat beberapa penelitian tentang iddah laki-laki, diantaranya: 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Azis Mahasiswa fakultas 

Syariah UIN Malang pada tahun 2010. Dengan judul skripsinya “Iddah Bagi 

Suami Dalam Fiqh Islam: Analisis Gender”. Hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa Iddah merupakan salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh kaum 

perempuan setelah terjadinya perceraian. Dalam hukum Islam Iddah termasuk 

kewajiban yang harus dijalani kaum perempuan, jika dianalisis dengan gender 



 

 
 

ini jelas mendiskriminasikan kaum perempuan apabila pihak suami tidak 

terkena pembebanan iddah.14 Adapun perbedaanya adalah penelitian tersebut 

membahas tentang masa iddah suami dalam fiqh Islam analisis gender, 

sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang Surat Edaran DIRGEN BIMAS 

Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang masa idah suami dalam 

perspektif gender.  

Muhlasin mahasiswa Fakultas Syari`ah, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Salatiga, dengan judul skripsi “Masa Iddah Suami Dalam Talak Raj`i 

(Studi Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama 

Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/ED/17/1979) Di KUA Dan PA Bangkalan”. 

Penelitiannya terkait masa iddah suami yang bercerai dalam talak raj`i, setelah 

tahun 1999, maka Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama 

Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/E/17/1979 bersifat mengikat, artinya 

lembaga dibawah departemen agama (DEPAG) Pusat yang setelahnya menjadi 

Kementerian Agama mempunyai kewajiban untuk memperhatikan dan 

menerapkan hal tersebut.15 Perbedaanya yaitu penelitian ini mengkaji tentang 

iddah suami dalam penerapan Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan 

Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/E/17/1979 sedangkan 

penelitian penulis mengkaji tinjauan Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam 

                                                           
14  Abdul Azis,” Iddah Bagi Suami Dalam Fiqh Islam: Analisis Gender” Skripsi (Malang: 

UIN Malang, 2010).  
15 Muhlasin, “Masa Iddah Suami Dalam Talak Raj`i (Studi Penerapan Surat Edaran 

Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/E.D/17/1979) Di 

KUA Dan PA Bangkalan, skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016) 



 

 
 

Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang idah suami dalam kaitannya 

dengan iddah istri perspetif gender. 

Dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan terkait Surat Edaran 

DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang idah 

suami yang dalam perspektif gender, penulis tidak ditemukan judul penelitian 

yang benar-benar sama atau judul buku yang membahas tentang penelitian yang 

sedang dibuat oleh penulis. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman pembaca pada penelitian ini, 

peneliti menyusun sebuah sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini ada 

lima macam bab, yang masing-masing membahas masalah yang berbeda. hal 

itu merupakan satu kesatuan yang menyambung. Adapun rincian dari kelima 

bab tersebut adalah sebagai berikut:  

Pada Bab pertama, berisi pendahuluan yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran objek kajian secara umum. Pada bab ini akan memuat 

pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Dalam Bab dua ini berisi dasar-dasar mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan judul penelitian. Pada Bab ini memuat dua pembahasan yakni tentang 

pembahasan idah dan juga kesetaran gender yang mana pada Bab ini idah di 

kaitkan dengan Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. 

III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif gender. Pada sub Bab pertama 



 

 
 

membahas tentang idah dan talak yang dimana idah dalam Bab ini yaitu masa 

tunggu seorang suami untuk dapat melangsungkan pernikahan kembali yang 

pada dasarnya idah hanya untuk istri saja sedangkan suami tidak ada masa 

iddhnya. Pada sub ini membahas tentang pengertian dan sebab-sebab idah dan 

talak, macam-macam idah dan talak, hikmah idah dan idah suami dan istri 

dalam fikih Islam. 

Kemudian pada sub Bab yang kedua membahas tentang kesetaraan 

gender. Yakni memperhatikan kesejahteraan istri ketika dalam masa idah yang 

setidaknya mencegah terjadinya penyimpangan dari tujuan perkawinan. Pada 

Bab ini iddah tidak hanya terjadi pada istri tetapi terdapat juga pada suami 

sesuai dengan Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. 

III/HK.00.7/10/2021. Kemudian pada sub ini membahas tentang definisi gender 

dan relasi antara laki-laki dan perempuan dan ketidakadilan gender. 

Bab ketiga berisi Penyajian Data. Dalam Bab ini terdapat dua sub Bab 

meliputi kewajiban iddah bagi kaum perempuan dalam fikih Islam. Dalam Bab 

ini dijelaskan keharusan seorang istri dalam beridah yang dijelaskan dalam 

buku-buku fikih seperti Fikih Sunnah, Al-Fiqh al-Isla>mi Wa Adillatuhu dan 

lain-lain. Sub Bab yang kedua pemahaman tentang idah suami dalam Surat 

Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 dalam 

perspektif gender. 

Bab ke empat berisi analisis terhadap pokok permasalahan yang 

menjadi obyek dalam penelitian. Bab ini terbagi menjadi dua sub Bab. Sub Bab 

yang pertama berisi tentang analisis tentang iddah suami dan istri perspektif 



 

 
 

SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. 

III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif gender. Pada sub Bab pertama 

menganalisis tentang iddah suami dan istri menurut SURAT EDARAN 

DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 yang 

dimana dalam Surat Edaran tersebut suami harus menunggu masa idah selesei 

baru dapat mencatatkan pernikahan yang baru. Pada sub Bab kedua 

menganalisis tentang idah suami dan istri dalam perspektif kesetaraan gender.  

Pada Bab ke lima yang berisi kesimpulan dari hasil analisis terhadap 

Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 

dalam perspektif kesetaraan gender. Selain itu, pada Bab ini berisi mengenai 

kritik dan saran terhadap Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ 

DJ. III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif kesetaraan gender, di mana 

pernikahan dapat berjalan sesuai dengan mestinya dan dapat membawa 

kebahagiaan bagi suami dan istri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, penulis dapat mengambil 

kesimpulan yaitu Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor P-

005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri yang 

salah satu isinya yaitu laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan 

dengan perempuan lain apabila telah selesei masa idah bekas istrinya. Maka 

ketika suami ingin menikah lagi dengan wanita lain harus menunggu masa 

idah dari istri selesei baru dapat melakukan pernikahan yang baru. Maka 

dalam keadaan seperti itulah, idah suami dapat diterapkan supaya istri 

mendapat keadilan dan tidak adanya diskriminasi. 

B. SARAN 

1. Berlakunya Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P- 

005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 diharapkan dengan adanya Surat Edaran 

tersebut dapat membawa keadilan bagi suami dan istri di khususkan lagi 

bagi seorang istri. 

2. Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-

005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 adalah suatu aturan yang bersifat tidak 

mengikat terhadap Pengadilan atau KUA. Tapi dengan adanya Surat 

Edaran tersebut masyarakat lebih berhati-hati dalam hal menikah ketika 

masih dalam masa iddah. 



 

 
 

3. Hasil studi tentang penelitian ini tidak hanya menjadi sebuah karya 

ilmiyah yang tidak dilanjutkan penelitiannya. Namun, bisa 

dikembangkan menjadi sebuah karya tulis yang dapat dibutuhkan oleh 

banyak orang. 
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